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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau (DBH CHT), tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk terhadap 

akses pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011–2025, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap akses pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa 

Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DBH CHT belum 

mampu secara langsung meningkatkan akses pelayanan kesehatan, 

sehingga efektivitas pemanfaatannya masih memerlukan pengelolaan 

dan pengalokasian yang lebih optimal.  

2. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akses 

pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Semakin tinggi tingkat 

kemiskinan, semakin rendah akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masyarakat 

masih menjadi hambatan utama dalam memperoleh layanan kesehatan 

yang memadai. 

3. Jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akses 

pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan jumlah 

penduduk menyebabkan tekanan terhadap kapasitas pelayanan 

kesehatan, sehingga apabila tidak diimbangi dengan penambahan 

sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan, akses pelayanan kesehatan 

akan semakin terbatas. 
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4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), tingkat kemiskinan, 

dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan signifikan terhadap 

akses pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini 

menunjukkan bahwa akses pelayanan kesehatan dipengaruhi secara 

bersama-sama oleh faktor fiskal, kondisi sosial ekonomi, dan dinamika 

kependudukan. Oleh karena itu, peningkatan akses pelayanan kesehatan 

memerlukan kebijakan yang terintegrasi melalui optimalisasi pemanfaatan 

DBH CHT, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan 

fasilitas kesehatan sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu meningkatkan efektivitas 

pemanfaatan DBH CHT agar lebih terfokus pada program-program yang 

secara langsung mampu memperluas akses pelayanan kesehatan, 

seperti pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan alat kesehatan, 

dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.  

2. Pemerintah daerah perlu memperkuat program pengentasan kemiskinan, 

karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor 

yang berpengaruh signifikan terhadap akses pelayanan kesehatan. 

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, 

bantuan sosial yang tepat sasaran, serta perluasan cakupan jaminan 

kesehatan bagi masyarakat miskin.  

3. Pemerintah perlu melakukan perencanaan pembangunan kesehatan 

yang berbasis kebutuhan penduduk, sehingga pertumbuhan jumlah 
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penduduk dapat diimbangi dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang 

memadai dan merata di seluruh wilayah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain 

yang berpotensi memengaruhi akses pelayanan kesehatan, seperti 

belanja kesehatan daerah, jumlah tenaga kesehatan, kepadatan 

penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM), atau cakupan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), sehingga diperoleh hasil yang lebih 

komprehensif. 

5.3 Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang 

dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan akses 

pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur, yaitu: 

1. Kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas 

penggunaan DBH CHT. Meskipun DBH CHT tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial, dana tersebut tetap memiliki potensi besar sebagai 

sumber pembiayaan pembangunan kesehatan apabila dialokasikan 

secara lebih tepat sasaran dan didukung tata kelola yang baik.  

2. Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama 

dalam pembangunan kesehatan. Mengingat kemiskinan terbukti 

berpengaruh negatif terhadap akses pelayanan kesehatan, maka 

program perlindungan sosial, bantuan iuran JKN, serta peningkatan 

pendapatan masyarakat perlu diperkuat untuk mengurangi hambatan 

masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.  

3. Perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan perlu memperhatikan 

dinamika demografi dan persebaran penduduk. Pemerintah perlu 
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memastikan bahwa pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas 

kesehatan lainnya dilakukan secara merata sehingga dapat menjangkau 

seluruh kelompok masyarakat, terutama di daerah yang masih memiliki 

keterbatasan akses pelayanan kesehatan.  

4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan memerlukan pendekatan yang 

terintegrasi. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan 

anggaran kesehatan, tetapi juga harus mengintegrasikan kebijakan fiskal, 

pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan kependudukan secara 

berkelanjutan agar tercipta pemerataan akses pelayanan kesehatan yang 

lebih efektif dan inklusif. 
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